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Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1. Instrumen pertanyaan wawancara penelitian skripsi di DPPKB (Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Bekasi 

Nama : Haris Sirojudin Nur Surya Candra 

Judul : Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Anak 

Yang Dilaksanakan Oleh DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana) Kota Bekasi. 

1. Apa dasar terbentuknya DPPKB Kota Bekasi? 

2. Bidang apakah yang berwewenang dalam pencegahan perkawinan anak yang 

dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi? 

3. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan perkawinan anak? 

4. Menurut Bapak/Ibu mengapa perkawinan anak perlu dicegah? 

5. Apa dasar pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan 

oleh DPPKB Kota Bekasi? 

6. Upaya apa saja yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi selama ini dalam 

upaya pencegahan perkawinan anak di Kota Bekasi? 

7. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan upaya pencegahan 

perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi? 

8. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program-

program tersebut? 
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9. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan 

perkawinan anak di Kota Bekasi? 

10. Apa saja yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan 

pelajar? 

11. Bagaimana dukungan dan peran masyarakat terhadap program pencegahan 

perkawinan anak di Kota Bekasi? 

12. Apa saja faktor penunjang dan faktor penghambat pada pelaksanaan program 

pencegahan perkawinan anak di Kota Bekasi? 
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Lampiran 2. Transkip wawancara dengan Bapak Yunan al-Baehaqi, M.M (Kabid 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga DPPKB Kota Bekasi) 

1. Apa dasar terbentuknya DPPKB Kota Bekasi? 

DPPKB Kota Bekasi terbentuk berdasarkan struktur kelembagaan baru 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 

2. Bidang apakah yang berwewenang dalam pencegahan perkawinan anak yang 

dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi? 

Secara praktis pencegahan perkawinaan anak dilaksanakan oleh DPPKB kota 

Bekasi melalui bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang didasari oleh 

kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN mengenai Program pendewasaan usia 

perkawinan (PUP). 

3. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan perkawinan anak? 

perkawinan anak yaitu ketika laiki-laki dan perempuan yang menikah berada pada 

usia di bawah usia minimal melangsungkan pernikahan yaitu berdasarkan dalam 

pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu minimal laki-laki berusia 19 

tahun dan perempuan berusia minimal 19 tahun. 
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4. Apa dasar pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan 

oleh DPPKB Kota Bekasi? 

Dasar pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yaitu berdasarkan 

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan 

Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, 

dan Sistem Informasi Keluarga. 
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Lampiran 3. Transkip wawancara dengan Ibu Rohamah (Kasie Bina Keluarga 

Balita, Anak dan Lansia DPPKB Kota Bekasi). 

1. Menurut Bapak/Ibu mengapa perkawinan anak perlu dicegah? 

Ibu Rohamah selaku Kasie Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia 

DPPKB kota Bekasi menjelaskan bahwa demi kebaikan dan kesehatan suami, istri 

dan calon bayi yang akan dilahirkan perkawinan anak perlu dicegah. Sebab 

seorang perempuan harus siap secara psikis dan fisik dalam menghadapi 

kehamilan karena melebarnya ukuran pinggul seorang perempuan merupakan 

indikator pubertas perempuan menuju kematangan fisik, karena pinggul 

perempuan remaja yang belum matang secara fisik yaitu dari pinggul yang tidak 

lebar maka akan sulit dalam  proses persalinannya kelak. Hal ini untuk mencegah 

terjadinya kasus persalinan yang gagal yang mana demi menyelamatkan kesehatan 

dan nyawa sang Ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Adapun seorang laki-laki 

harus siap secara mental dan ekonomi cukup yang mana untuk membina istri 

secara bijak dan mencukupi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan gizi 

yang harus tercukupi bagi istri dan anaknya kelak, terutama pada pemenuhan gizi 

bayi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak yaitu gangguan pertumbuhan 

pada anak akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang. 
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Lampiran 4. Transkip wawancara dengan Bapak Ridan S.Ag., M.Si. (Kasie 

Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga DPPKB Kota Bekasi) 

1. Upaya apa saja yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi selama ini dalam 

upaya pencegahan perkawinan anak di Kota Bekasi? 

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kota Bekasi DPPKB Kota Bekasi 

melaksanakan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK R) yang keduanya merupakan subprogram dari program 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan program Generasi Berencana (GenRe). 

2. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan upaya pencegahan 

perkawinan anak yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bekasi? 

Dalam pelaksanaan program BKR, DPPKB Kota Bekasi melakukan pendekatan  

keluarga dan potensi wilayah dengan cara mengunjungi keluarga-keluarga yang 

menjadi sasaran kegiatan, melakukan pertemuan dengan tokoh pemerintah, tokoh 

masyarakat, dan keluarga sasaran, pengukuhan kelompok dengan surat keputusan 

(SK) dari camat dalam rapat koordinasi Kecamatan, memberikan pembekalan 

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan BKR perlu dilakukan orientasi bagi kader.  

Adapun dalam pelaksanaan program PIK-R, DPPKB Kota Bekasi melakukan 

penyelenggaraan pembinaan PIK-R yang diikuti oleh para pelajar dan perwakilan 

masyarakat dari berbagai kecamatan di Kota Bekasi. 
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3. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program-

program tersebut? 

Dalam pelaksanaan program BKR, DPPKB Kota Bekasi melakukan pertemuan, 

yang mana pada pertemuan tersebut pejabat DPPKB Kota Bekasi yang bertugas 

akan memaparkan materi terkait gerakan pembangunan keluarga sejahtera, konsep 

dasar bina keluarga anak dan remaja, pemanfaatan 8 fungsi keluarga yaitu fungsi 

agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, 

fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi 

lingkungan, peran orang tua dalam pembinaan anak dan remaja, tumbuh kembang 

anak dan remaja dan pengelolaan program BKR. 

Adapun dalam pelaksanaan program PIK R, DPPKB Kota Bekasi melakukan 

penyuluhan, konseling, pelatihan. Disamping itu diadakan juga kegiatan lomba-

lomba seperti lomba cerdas cermat, lomba membuat majalah dinding, lomba 

membuat poster dan lain sebagainya terkait materi Kader Kesehatan Remaja 

(KRR), kesehatan reproduksi remaja, informasi seputar HIV/AIDS, bahaya seks 

bebas dan pornografi, pendewasaan usia pernikahan (PUP), miras dan narkoba, 

materi character building, membangun konsep diri yang positif, membangun sikap 

yang arsetif, membangun kesehatan mental, penyesuaian diri remaja, problem 

solving dan pengambilan keputusan, mengenali kepribadian remaja, manajemen 

waktu, mengenali minat, bakat, dan potensi diri. 
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4. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan 

perkawinan anak di Kota Bekasi? 

keluarga-keluarga yang menjadi sasaran kegiatan, tokoh pemerintah, tokoh 

masyarakat, pelajar dan perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kota 

Bekasi. 

5. Apa saja yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan 

pelajar? 

Dalam kegiatan BKR DPPKB Kota Bekasi menyampaikan materi terkait gerakan 

pembangunan keluarga sejahtera, konsep dasar bina keluarga anak dan remaja, 

pemanfaatan 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi 

cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi 

dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan, peran orang tua dalam 

pembinaan anak dan remaja, tumbuh kembang anak dan remaja dan pengelolaan 

program BKR. 

Adapun pada kegiatan PIK-R DPPKB Kota Bekasi menyampaikan materi terkait 

terkait materi Kader Kesehatan Remaja (KRR), kesehatan reproduksi remaja, 

informasi seputar HIV/AIDS, bahaya seks bebas dan pornografi, pendewasaan 

usia pernikahan (PUP), miras dan narkoba, materi character building, membangun 

konsep diri yang positif, membangun sikap yang arsetif, membangun kesehatan 

mental, penyesuaian diri remaja, problem solving dan pengambilan keputusan, 

mengenali kepribadian remaja, manajemen waktu, mengenali minat, bakat, dan 

potensi diri. 
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6. Bagaimana dukungan dan peran masyarakat terhadap program pencegahan 

perkawinan anak di Kota Bekasi? 

Ketika menjalankan program pencegahan perkawinan anak di lapangan baik 

ketika terjun di lingkungan warga masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, baik 

warga masyakat ataupun siswa sekolah terlihat sangat proaktif dan antusias dalam 

mengikuti sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan oleh 

DPPKB kota Bekasi.  

7. Apa saja faktor penunjang dan faktor penghambat pada pelaksanaan program 

pencegahan perkawinan anak di Kota Bekasi? 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak oleh 

DPPKB Kota Bekasi yaitu diantaranya ketika menjalankan sosialisai di lapangan 

baik ketika terjun di lingkungan warga masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, 

baik warga masyakat ataupun siswa sekolah terlihat sangat proaktif dan antusias 

dalam mengikuti sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan 

oleh DPPKB kota Bekasi. Yaitu diantaranya mereka memperhatikan edukasi 

pencegahan perkawinan anak yang sedang di sosialisasikan dan juga mengajukan 

pertanyaan kepada petugas DPPKB Kota Bekasi yang sedang menjalankan 

sosialisasi pencegahan perkawinan anak yaitu BKR dan PIK-R. 

Adapun faktor penghambat dalam pelaaksaan upaya pencegahan perkawinan anak 

yaitu terbatasnya anggaran dana dari APBD Kota Bekasi sehingga segala macam 

keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksaanaan program-program menyesuaikan 

dengan anggaran yang terbatas. 
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Lampiran 3. Dokumentasi Observasi dan wawancara

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Lampiran 4. Data Permoonan Dispensasi Kawin di Kota Bekasi 
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